
Catatan :  

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”  

• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE  
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Nomor : 609/DJA.2/OT1.6/III/2024             20  Maret 2024 

Lampiran : - 

Hal : Teguran Bagi Pegawai  

  Yang Belum Melaporkan  LHKPN 

   

      

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh; 

 Ketua Pengadilan Agama/Ketua Mahkamah Syar’iyah   

 Di  

  Seluruh Indonesia 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung 

RI Nomor : 442/BP/PW1.1.1/III/2024 tentang Pemberitahuan Wajib Lapor 

LHKPN yang Belum Lapor di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama, bersama ini kami sampaikan, bahwa berdasarkan Surat 

tersebut masih terdapat Pegawai dan Aparatur Sipil Negara yang masih 

belum melaporkan Harta Kekayaan, oleh karena itu agar Saudara segera 

memerintahkan kepada Pegawai dan Aparatur Sipil Negara di Wilayah 

Saudara untuk segera melaporkan Harta Kekayaannya. 

Laporan hasil Pelaporan LHKPN agar dikirimkan paling lambat hari 

Jumat, 22 Maret 2024 pukul 11.00 WIB. 

Demikian, untuk menjadi perhatian terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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